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Pencabulan dan pemerkosaan, merupakan perwujudan dari seseorang yang 
melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan lain yang keji dan tindakan itu dalam lingkungan nafsu 
birahi kelamin. Pasal 285 KUHP menyebutkan: “barang siapa dengan kekerasan atau 
dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, 
karena perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun”. Metode 
yang dilakukan adalah Yuridis Normatif. Bahan hukum yang diperlukan: bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan analisis, penulis 
menggunakan teknik berfikir induktif, deduktif, dan komparatif. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut:  (1) Dasar pertimbangan hakim 
pengadilan negeri militer dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang 
melakukan tindak pidana pemerkosaan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana Militer. Hukum pidana material yang digunakan/diterapkan adalah ketentuan 
pidana dalam perundang-undangan Indonesia.  (2) Pertimbangan hakim  peradilan 
militer dalam putusan Nomor 182 K/MIL/2017 ditinjau dari aspek hukum keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian adalah menolak kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa 
DIDI NOFIANTO, Serda APM NRP. 116267 tersebut  dengan Membebankan kepada 
Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat 
kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa Judex Facti 
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa 
fakta persidangan bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi Ika (Saksi Korban), 
bahwa telah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi Ika in 
casu termasuk perbuatan pemerkosaan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, bahwa dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, Judex Facti 
telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa 
keberatan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian dan 
keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan hal 
yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. 
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